
SALINAN 

 
 

BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 
                                        NOMOR : 8 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP 

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
 

BUPATI SOPPENG , 
 

Menimbang           : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) guna 

mendukung  upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka perlu 

adanya Perubahan terhadap unit pengelola dan pengembangan 

perluasan cakupan wajib lapor LHKPN; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Soppeng Nomor 37 Tahun 2017 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Soppeng. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan  Korupsi Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 5720); 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban 

penyampaian dan sanksi atas keterlambatan penyampaian 



Laporan harta kekakayaan penyelenggara Negara dilingkungan 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; 

3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-

08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan 

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 7 Tahun  2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan; 

4. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah 

Melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tanggal 28 

Februari 2023. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SOPPENG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG. 

 
Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 37) 

diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang wajib 

menyampaikan LHKPN terdiri atas: 

a. Bupati Soppeng; 

b. Wakil Bupati Soppeng; 

c. Pejabat Eselon II; 

d. Pejabat Eselon III; 

e. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah (P2PD); 

f. Kepala Sekolah Menengah Pertama;  

g. Direktur BUMD; 

h. Kepala Desa; 

i. Tenaga Ahli; dan 

j. Penyelenggara Negara Lainnya. 

 



Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. 

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 

a. Koordinator LHKPN    : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng; 

    2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia;  

     3. Inspektur Kabupaten Soppeng. 

b. Admin Instansi  : Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja     

Aparatur BKPSDM.  

(3) Admin unit Kerja           :  Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada  Badan   

                                        Kepegawaian dan Pengembangan  SDM. 

(4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. Koordinator LHKPN: 

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: 

a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN 

dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan 

b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam 

melakukan pengelolaan LHKPN. 

2. Mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan instansinya untuk mematuhi 

kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 

3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN 

yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan 

oleh Bupati Soppeng. 

b. Admin Instansi 

1. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai 

perubahan data wajib LHKPN dilingkungan instansinya (pertama kali 

menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang 

disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK; 

2. Menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; dan 

3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai 

tata cara pengisian. 

c. Admin Unit Kerja: 

1. Mengelola Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Kabupaten Soppeng; 

2. Membuat akun wajib LHKPN/Penyelenggara Negara; dan 

3. Membuat/Pemutakhiran data wajib LHKPN. 

 

 



PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

Ditetapkan di Watansoppeng 
pada tanggal 1 Maret 2023   

BUPATI SOPPENG, 
 

ttd 
 

A. KASWADI RAZAK 
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  1 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 

ttd 

 

A. TENRI SESSU 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
MUSRIADI, SH.MM 


